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TENTANC

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGIMBANGAN EKONOMI DAERAH

Menteri Perencrnran Pembangunrn Nasional /

Kepah Badan Puencarmn Pembalgunal Nasional

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
K-EPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Mellirnbant al bahwa penEembansan ckonomi lokal dan daerah adalah tpaya
pemanfa4tah dan pengenrbangan sumber daya lokal melalui
peningkatan produktivitas usaha, akses yanS lebih baik le pasar..

satana dan prasarana, modal usaha, intomisi dan teknologi, sefta
nrendoron5i peningkatan nilai t:lmbah b^tk o /hrtu nuupun o/}
Ar7rr, untuk peningkatan pendapatafl dan penciptaan kesentpatan
kerja, serta mencapai daya saing, dan peningkatan kesejahter.aani

bahwa dalam langka mendorong kinerja pengcmbangan ekonomi
lokal dan daerah yang merupakan sinelgi dan ke{a sama linfas
s€ktor, linlas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan upaya
sinkronisasi dan kooldinasi yang :ebih baik dalam pel€rcanaan,
pelaksanaan, nonitorittg, dan evaluasi plogranl-progra[
pemban8unan yant telkait denSan penSenrban8an ekonomi lokal
dan daerahl

bahwa berciasarkan pertimbanSan seba8anrlana dimaksud dalanr

huruf a dan huruf b, perlu merlllentuk Tim Koordinasi Strategis

Pengembangan Ekononli [)aerah;

bahwa pejalrat yang namanya tercahtunl dalam Lampiran Keputusan

ini dianggap mampu dan nremenuhi persyaratan urltuk duduk dan
melaksanakan tuSas sebaSai anSgota Tim Koordiiusi stlateSis

Pengenlbafl gan f, konomi t)aerah;

Ufldang-LlndanS Nomor 47 'lahun 2003 tcntans An&lalan
Perldapatan dan llelanja Negara Ti.hun AnSgararl 2010 (Lembaran

NeSdra Republik lndonesia lahlrn 2009 Nonror' 156, Tanrballan

Lenlbaran Negara Rcpublik lndonesia Nonror 5075);
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Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2Oo2 tentanS Pelakianaan

An&laran Pendapatan dan Belanja NeSara (t€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4212\ s/"bagaim na telah

beberapa kali diubah, terakhir denSan Keputr.$an Presiden Nomor
72 TahlJt 2OO4 (Lembaran NeEara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomo! 92, Tambahan Lenrbaran Ne8ara Republik lndonesia Nomor
4418);

Peraturan Presidefl Nomor 47 Tahun 2009 TefltanS Pembenhrkan

dan Organisasi Kementerian NeSara;

PeratuEn Presider Nomor 82 Tahun 2OO7 tentang Badan

Perencanaan PembanSunan Nasional;

Peraturan Menteri Negara Perencana4n PembanSunan

Nasioflal/Kepala Badan Per€ncanaan PembanSunan Nasiofl al Nomor
PEROO4/M.PPN/O9I2OO7 telr.l^ng Pedoman Penlrusunan Rencana

AnlSaran dan Biaya (RAB) KeSiatan di Kementerian Negar4

Perencanaan Pemballgunah Nasional/Badan Pertncahaatl
Pembangunan NaJional sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Perahr4n Menteri Negara Per€ncanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Percnc 
^aan 

Pembanslinah

Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;

Peratulan Mente Nesara Perrncanaan PembanSunan

Nasiohal/Kepala Badafl Perencanaan PembanSunan Nasional Nomor
PER. 005/M.PPN/ 10 /2007 tent^r8 Or8anisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Per'€ncanaan Pe banSunan Nasional/Badan
Perencanaan PembaflSulran Nasional;

MEMUTUSKAN :

KEruTUSAN MINTIRI PERENCANAAN PI,MBANGIJNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PTRENCANAAN PIMBANGI.JNAN NASIONAL

TTNTANC PEMBENTTJKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENGE,MBANGAN EKONOMI DAf, RAH.

Tim Koordinasi Strategis PenSembangan Ekonomi Daerah untuk

selanjutnya disebut Tim Koordinasi, terdiri atas PenanSSu[8 Jawab
KeSiatan, Ketua Tim Pelaksana, Sekretaris Tim Pclaksana, dan AnSSota Tim

PelakMna dengan susunan keangSotaan sebagaimana disebutkan dalam

Lampiran KeputuMn ini.

PenanSSunS Jawab KeSiatan bertan8Sung iawab atas substansi dan

pelakianaan tuSas Tim Koordinasi. Ketua Tim Pelakana bertuSas untuk
menjalankan koordinasi pelaksanaan tuSas-tu8as Tim Koordiflasi sefia

melapor kepada PenanSSun8 Jawab KeSiatan. Sekretaris Tift Pelaksana

bertugas membafltu Ketua Til1l Pelaksana. AnSllota Tim Pelaksana berluSas

sebagaimana disebutkan sebaSai tu8as Tim Koordinasi sesuai dengan

keahlian dan bidangnya masing-masing.
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Tim Koordinasi bertanSSunS jawab serta \Majib mehyampaikah laporan
hasil kerjanya kepada Menteri Perencanaan PembanSunafl

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Koordinasi bertuSas:

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencalla4n, pelaksanaan

dan pengembanSan proSram-program yanS terkait dengan
pengembanSan ekonomi lokal dan daerah;

2. melaksanakan koordinasi dan sinkrcnimsi kebijakan nasional dan

daerah terkait dengan lrengembangan ekonomi lokal dan daerah;

3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait
dengan program-program, kebijakan, tata aturan, dan hal-hal terkait
pengembangan ekonomi lokal dan daerah;

4. melaksanakan sosialisa$i konsep kebijakan, aturan, p€ndekatan

penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi
terkait penSemban8an ekonomi lokal dan daerah;

5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan proSram-
program penSembanSan ekonomi lokal dal1 daerah;

6. melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi

solusi atas isu-isu strate8is penSembangah ekonomi lokal dan daerah

yan8 perlu dan dapat diselesaikan melalui angSota Tim Koordinasi;

7. meftpersiapkan Rencana Kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan
pengembangan ekonomi lokal dan deerah;

8. menyusuh laporan hasil keSiatan Tim Koordinasi kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

Dalam pelakr4naan tu8asnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Tenaga

Pendukung dan Tenaga Ahli.

Bi^y^ yar.r diperlukan untuk pelaksaflaan tuga.s Tim Koordinasi

Pengembangan f,konomi Da€.ah dibebankan pada AnSSaran Pendapa'tar.

dan Belanja NeSara Kementerian Perencanaan PembanSunan

Nasional/Badan Perencanaan PembanSunan Nasional.

KMUJUH
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Keputusan ini berlaku sejak tanSSal direhpkan, dan berlaku surut sejak

14lanuariZ0lO.
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Mf,NTERI PER,ENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONr'I-/ i/ F

KEPALA BADAN PIRINCANAAN pI,MBANGLJNAN NASIOyAI, {'-

I /

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tenlbusan Keputusafl ini sanroaikan keuada Yih
l. Menteri KeuanSan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasar Keuangan dafl PeftbanSunan;
4. Deputi BidanS Koordinasi Industd dan Petd^iangat, Kementerian Koordinaior

Perekonomian;
5. Kepale Bina Pembangnnan Daerah, Kementerian Dalam NeSeri;
6. Dircktur.Jenderal Pengolahan dan PenEsaran HasilPertanian, Kementeriafl Pertanian;
7. Kepala Bad^tr Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pen8embanSan, Kementerian Pertanian;
9. DirekturJenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Perikahan dan Kelautan;
10. Dirjen Industri Kecildafl Menefl8ah, Kementerian Perindustrian;
I L Direktur Jenderal Perdagah8an Dalam Ne3eri, Kementerian Perdagangan;
12. Deputi Bidang Pembiayaan, Kefteflterian PenSembanSan Usaha Kecil Menen8ah dan

Koperasi;
13. DirekturJenderal Cipta I(arya Kementedan Pekerjaan Untuft;
14. Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan TransmiSrasi

(P2MKI), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Direktur Jendetal Penyiapan Permukiman, dan P€nempatan TransmiSrasi (P4T)

Kementerian TenaSa Kerja dan TransflliSrasi;
I 6. Direktur Jenderal AnSgaran, Kementerian KeuaflSan;
I 7. DirekturJenderal Perbendaharaan, Kementerian KeuanSan;
I8. Inspektur Ut4ma, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata lakMna, Kementerian PPN/B4ppenas;

20. Kepala Birc Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dcputi PengembanSan ReSional dan Otonomi Daerah

Tahun AnSSaran 2010, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Yan8 bersanSkutan.

KMUJUH

Ditetapkan diJakarta
pada t:rn8Eal 2 Februari 2010


